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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/M-DAG/PER/3/2015

TENTANG

KETENTUAN KHUSUS PELAKSANAAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT

Menimbang

Mengingat

UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk lebih meningkatkan  efektivitas
pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan
Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang
Tertentu, perlu mengatur ketentuan  khusus
pelaksanaan penggunaan Letter of Credit untuk ekspor
barang tertentu;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Khusus
Pelaksanaan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor
Barang Tertentu;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan FEkspor Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3291);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04 /2007
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
145/PMK.04/2014;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan
Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang
Tertentu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN KHUSUS PELAKSANAAN PENGGUNAAN
LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU.



Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

(3)

(1)

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Letter of Credit, yang selanjutnya disebut L/C adalah
janji membayar dari bank penerbit ke penerima jika
penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen
yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Dalam hal Eksportir belum dapat menggunakan cara
pembayaran L/C, Eksportir dapat mengajukan
permohonan penangguhan cara pembayaran L/C
kepada Menteri.

Menteri dapat memberikan penangguhan dari kewajiban
menggunakan cara pembayaran L/C setelah mendapat
pertimbangan dari menteri teknis terkait.

Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan memperhatikan:

a. kontrak antara Eksportir dan pembeli di luar negeri
mengenai Ekspor Barang tertentu yang telah
mengatur cara pembayaran selain L/C yang dibuat
sebelum penetapan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan
Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang
Tertentu;

b. kesanggupan Eksportir Barang tertentu untuk
menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C
dalam jangka waktu tertentu; dan

c. surat pernyataan di atas meterai cukup yang
menyatakan kebenaran kontrak sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan kesanggupan untuk
menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C
sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 3

Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) dan pelaksanaan Ekspor Barang
tertentu dilakukan post audit oleh Tim.



Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri.

Pasal 4

Dalam hal hasil post audit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) ditemukan bahwa dokumen dan

pelaksanaan Ekspor Barang tertentu tidak benar, Eksportir

dikenai sanksi berupa:

a. penghentian pemberian penangguhan dari kewajiban
menggunakan cara pembayaran L/C; dan/atau

b. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasal 5

(1) Cara pembayaran L/C selain melalui bank devisa
di dalam negeri dapat dilakukan melalui lembaga
pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh Pemerintah.

(2) Lembaga pembiayaan ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam menerima cara pembayaran L/C
mengikuti ketentuan Peraturan Bank Indonesia
mengenai Devisa Hasil Ekspor.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

RACHMAT GOBEL




